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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI 

PEKERJA MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE 

RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES DAN IMPLEMENTASINYA 

DI INDONESIA 

 

Oleh: 

IDZA ARADHA EDI PUTRI 

 

 

Penyandang disabilitas merupakan seseorang dengan keterbatasan fisik, 

intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang 

disabilitas yang dapat memperjuangkan haknya dalam bekerja harus memenuhi 

syarat di antaranya masih dapat melaksanakan aktivitas baik fisik dan mental 

dengan memerlukan bantuan orang lain atau tanpa alat bantu. Namun, tidak 

semua penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang sama dalam pekerjaan 

seumumnya, sehingga mereka dituntut untuk berjuang sendiri. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum, hak-hak penyandang 

disabilitas terutama bidang ketenagakerjaan yang diatur di dalam United Nations 

on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) dan bagaimana 

implementasinya di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian 

normatif, dengan teknik pengumpulan data perundang-undangan dan literatur 

kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi 

penyandang disabilitas. 

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penyandang disabilitas memiliki 

perlindungan hukum secara internasional sehingga hak-haknya termasuk hak 

ketenagakerjaan telah diatur melalui Pasal 27 UNCRPD. Indonesia telah memiliki 

perlindungan hukum mengenai penyandang disabilitas sebelum adanya UNCRPD, 

yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan pada 

bidang ketenagakerjaan terdapat pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, peraturan perundang-

undangan di Indonesia diharmonisasikan agar bisa sejalan dengan UNCRPD. 

Selain implementasi kebijakan dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, 

pemerintah turut memberikan program salah satunya program prakerja kepada 

penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan 

yang sama dalam bidang ketenagakerjaan.   

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, UNCRPD. 

 



ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES AS WORKERS 

IN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS 

WITH DISABILITIES AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA 

 

By: 

IDZA ARADHA EDI PUTRI 

 

A person with a disability is a person with physical, intellectual, mental and/or 

sensory limitations for a long period of time. Persons with disabilities who can 

fight for their rights to work must meet the requirements, including still being able 

to carry out activities both physically and mentally by requiring the help of others 

or without assistive devices. However, not all people with disabilities have the 

same abilities in general work, so they are required to support themselves. This 

study aims to analyze legal protection, the rights of persons with disabilities, 

especially in the field of employment, which are regulated in the United Nations 

on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) and how it is implemented 

in Indonesia. The research used is normative research, with techniques for 

collecting legal data and literature related to the protection of labor law for 

persons with disabilities. 

The results of this study found that persons with disabilities have international 

legal protection so that their rights, including the right to employment, have been 

regulated through Article 27 of the UNCRPD. Indonesia already had legal 

protection regarding persons with disabilities before the UNCRPD, namely Law 

No. 4 of 1997 concerning Persons with Disabilities and in the field of employment 

contained in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. With the ratification of 

the convention, the laws and regulations in Indonesia are harmonized so that they 

can be in line with the UNCRPD. In addition to the implementation of policies in 

implementing these regulations, the government also provides programs, one of 

which is a pre-employment program to people with disabilities so that people with 

disabilities have the same opportunities in the field of employment. 

Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities, UNCRPD. 
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MOTTO 

 

 

 

“Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata 

kepadanya, “Jadilah!” Maka, jadilah (sesuatu) itu.” 

(Yasin:82) 

 

 

“Live a life you will remember.” 

“Jalani hidup yang akan kamu ingat.” 

(Avicii) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Hakzasasismanursia acapkalisdiartikanxserbagaishak.yangbmerlerkat sercara alamiah 

pada diri manu rsia serjak lahir, apabilabserserorang tidak mermiliki hak terrserburt maka 

tidak dapat turmburh dan berrkermbang mernjadi manursia yang u rturh.bPernindasan 

terrhadap hakbasasi manursia tidak diperrbolerhkan, apapurnbrasnya, kerperrcayaannya, 

perndapatb politiknya, kerbangsaanbataur nasionalitasnya dan surkur bangsanya. 

Kerwajibanb u rnturk bdilindurngi, dihormati, diperrtahankanb dan tidak bolerh 

diabaikan, dikurrangib ataur dirampas olerh siapapurn. 1 Hak asasi manursia dimiliki 

olerh sertiap manursia terrmasurk pernyandang disabilitass yang wajib purla dipernurhi 

hak-hakzdasarnya. 

Disabilitas ataur difaberl merrurpakanmistilah yang digurnakan dalam mernjerlaskan 

keradaan serserorang yang mermilikimkertidakcakapan berrurpa keradaan fisik, kognitif, 

ermosional, merntal, sernsorik, perrkermbangand ataur kombinasi dari berberrapa 

keradaan terrserburt. Pernyerburtand istilah disabilitas dianggap lerbih halurs 

dibandingkan2istilah2pernyandang cacat, serhingga istilah disabilitas lerbih serring 

digurnakan.  

Hak kerwajiban serrta kerdurdurkan pernyandang disabilitas2ialah sama derngan 

masyarakat non-disabilitas. Adanyasperrlakurkan khursurs yang diberrikan kerpada 

 
1 Widiada Gunakay. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: ANDI. hlm.55 



2 

 

  

 

pernyandang disabilitas mernjadi urpaya dalamsmermberrikan perrlindurngan dari 

terrjadinya diskriminasi dan perlanggarann hak asasi manursia5 lainnya. Perrlakuran 

khursurs terrserburt dipandangs serbagai urpaya maksimalisasi pernghormatan, 

permajuran, perrlindurngan dan permernurhan haker asasi manursia urniverrsal.2 

Kondisi pernyandang disabilitas di antaranya disabilitas merntal, disabilitas fisik 

ataurpurn gabu rngan dari disabilitas merntal dan fisik mernjadikan berragamnya 

kerlompokmdisabilitas difmasyarakat. Kondisier terrserburt mermiliki dampak kercil 

maurpurn bersar bagi serorang pernyandangm disabilitas dalam merlakurkan partisipasi 

di terngah masyarakat, serhingga mermerrlurkansdurkurngan dan banturan dari orang 

lain.3 

Kerterrbatasansdyang dimiliki pernyandang disabilitas tidak serharursnya mernjadi 

batas bagi merrerka dalamsmermperrolerh hak mermperrtahankan hidurpnya sercara 

layak. Namurn, kerterrbatasan terrserburt masih dipandanger serberlah mata bagi 

serbagian masyarakat. Mernurrurtsmerrerka, pernyandang disabilitas mermilikiermasalah 

karerna cacat, tidaksmermiliki kermampuranerserhingga mernjadi tidak berrdaya.  

Dalammslingkurp interrnasional, perrmasalahanasdannspermernurhan pernyandang 

disabilitassamernjadi salah satur bahasan yang pernting urnturk dikaji, karerna 

pernyandang disabilitas terrmasurk warga yangiiharurs dilindurngiwadan dipernurhi 

hak-haknya. Pada tahurn 2006 nergaraeranggotaiPerrserrikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

merlaksanakansperrtermuranwurnturk merrurndingkani perrmasalahan terrserburts serhingga 

mernghasilkan konvernsii merngernai hak-hak pernyandangs disabilitas yaitur 

 
2 Madja El Muhtaj. 2009. Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Rajawali 

Pers. Jakarta. hlm. 273. 
3 Inernational Labour Officer. 2006. Kaidah ILO tentang Pengolahan Penyandang Cacat di Tempat Kerja. 

ILO Publication. Jakarta. hlm. 3. 
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Converntion on Ther Rights of Perrsons with Disabilitiers (UrNCRPD). Indonersia 

serbagai salah satur anggota PBBsturrurt merratifikasinkonvernsivterrserburtspada tahurn 

2011 serhingga terrturang dalam Urndang-Urndang Nomor 19 Tahu rn 2011 terntang 

Perngersahan Converntion on Ther Rights of Perrsons with Disabilitiers (Konvernsi Hak 

Pernyandang Disabilitas). 

Nergara Indonersia mermiliki dasar hurkurm yangmmerngaturr kerdu rdurkanerdan hak 

pernyandang disabilitascsercara tergas yaitur Urndang-Urndang Nomor 8 Tahurn 2016 

terntangsPernyandang Disabilitas. Dalam konsiderraniUrUr Pernyandang Disabilitas 

ditergaskan bahwa “Pernyandang disabilitas merrurpakan bagian masyarakat 

Indonersia yang jurga mermiliki kerdurdurkan,shak,okerwajiban,gdan perran yang 

sama.” 

Adapurn hak-hak pernyandang disabilitas yang terrdapat dalam konvernsi 

pernyandang disabilitas ialah, hak urnturk hidurp, siturasimberrisiko dan darurrat 

kermanursiaan, perngaturran yang sertara di hadapanmhurkurm, aksers atas perradilan, 

kerberbasan dari pernyiksaan ataur perrlaku ransataur pernghurkurman yang kerjam, tidak 

manursiawi, ataur merrerndahkansmartabat, kerberbasan danskeramanan serserorang, 

kerberbasan dariverksploitasi, kerkerrasanmdannpernganiayaan,sperrlindurngan terrhadap 

intergritasiserserorang, habilitasi dan rerhabilitasi, perkerrjaan, standar kerhidurpan yang 

layak danbjaminan sosial, partisipasi dalam kerhidurpan politik dan purblik, 

partisipasisdalam burdaya, rerkrerasi, waktur lurang dan olahraga4. 

Dalam merreralisasikan hak yang terrdapat dalam konvernsi terrserburt, permerrintah 

berrkerwajiban mernyersuraikannya derngan perraturran perrurndang-urndangan. 

DiurndangkannyacUrndang-Urndang Pernyandang Disabilitas mermburktikan bahwa 

 
4 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Pasal 9-27. 
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nergara mermiliki komitmern urnturknmernghormati,imerlindurngi, dan mermernurhi hak 

pernyandangsdisabilitas derngan harapan para pernyandang disabilitas berbas dari 

pernyiksaansataur perrlakuran yang tidak sersurai derngan asasi manursia. Agar Urndang-

Urndang Pernyandang Disabilitassterrlaksana, maka permerrintah tu rrurt mermburat 18 

perraturran perlaksana, yakni 15 Perraturran Permerrintah, 2 Perratu rran Prersidern, 1 

Perraturran Mernterri.5 

Merngernai hak perkerrja bagirpernyandang disabilitas terrdapat dalam Pasal 27 

UrNCRPD yang mermandatkan urnturk mermpromosikan perkerrjaan pernyandang 

disabilitas di serktor purblik dan swasta merlaluri kerbijakan dan tindakan yang terpat, 

terrmasurk kerbijakan afirmatif, inserntif dan tindakan lainnya.6 Dalam perraturran 

nasional, pernyandang disabilitas mermiliki hak perkerrjaan, kerwiraursahaan dan 

koperrasi, ini terrkandurng dalam Pasal 11 Urndang-Urndang No. 8 Tahurn 2016 

terntang Pernyandang Disabilitas.  

Urndang-urndang pernyandang disabilitas turrurt mermastikan bahwa pernyandang 

disabilitas mermiliki kersermpatan berkerrja di permerrintahan dan perrursahaan swasta. 

Hal ini terrdapat dalam Pasal 53 Urndang-Urndang Pernyandang Disabilitas,syang 

merngharurskan permerrintah baik permerrintah daerrah, BUrMN, dan BUrMD 

mermperkerrjakan minimal 2 perrsern pernyandang disabilitas dari jurmlah perkerrja, 

serdangkan urnturk perrursahaan swasta derngan minimal satur perrsern pernyandang 

disabilitas dari jurmlah perkerrja. 

 
5 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM. Laporan Akhir Analisis dan 

Evaluasi Hukum Perlindungan dan Jaminan Sosial. Avalaible at 

https://bphn.go.id/data/documents/2022_perjamsosrev.pdf (Diakses pada 6 Januari 2024, Pukul 15.10) 
6 Tri Nuke Pudjiastuti et al. (2022). Naskah Kebijakan Peningkatan Hak Akses Ketenagakerjaan bagi 

Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia. . Badan 

Riset dan Inovasi Nasional. DOI: https://doi.org/10.55981/brin.670 Available at: 

penerbit.brin.go.id/press/catalog/book/670 . Access on 15 Nov. 2023 

https://bphn.go.id/data/documents/2022_perjamsosrev.pdf
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Saat ini, jurmlah pernyandang disabilitas di Indonersia merncapai 22,97 jurta jiwa 

ataur serkitar 8,5% dari jurmlah perndurdurk Indonersia, derngan ju rmlah disabilitas 

terrbanyak pada ursia lanjurt.7 Mernurrurt data Badan Pursat Statistik (BPS), pada tahurn 

2022 pernyandang disabilitas yang berkerrja merncapai 720.748 jiwa.8 Jurmlah 

terrserburt hanya merncapai 0,53 perrsern dari total perndurdurk yang berkerrja serhingga 

berlurm sersurai derngan kerpastian yang diberrikan UrUr Pernyandang Disabilitas 

merngernai kurota  perkerrja pernyandang disabilitas di permerrintahan maurpurn di 

Perrursahaan swasta. Dari jurmlah terrserburt, pernyandang disabilitas di Indonersia 

masih kurrang berrurnturngcdalam merndapatkan perkerrjaancserhingga hidurp merrerka 

cernderrurng terrsisihkan danchidurp miskin, merngakibatkannpoternsi yang ada pada 

diri merrerka tidak digurnakan sercara optimal. Padahalladanya ratifikasildari 

UrNCRPD dan urndang-urndang perndurkurng lainnya, derngan tergassmernyatakan 

bahwa sermura orangsterrmasurk pernyandang disabilitas berrhak merndapatkan 

perkerrjaan. 

Adanya perratu rran merngernai perrsamaan hak dan kerdurdurkan bagi pernyandang 

disabilitas, tidak mernurturp kermurngkinansimplermerntasi dari urndang-urndang 

terrserburt merngalami hambatan. Adanyaspandangan nergatif yang diberrikan 

masyarakat merngernai pernyandang disabilitas serbagai aib mermburat kerberradaan 

pernyandang disabilitas didiskriminasi. Berberrapa bernturk diskriminasi yang dialami 

olerh pernyandang disabilitas antara lain: 

 
7 KEMENKO PMK. 2023. Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Available at 

https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia. (Diakses pada 

22 November 2023, pukul 13.00) 
8 Databoks.Jumlah Pekerja Disabilitas Meningkat pada 2022, Didominasi Laki-Laki. Available at 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/22/jumlah-pekerja-disabilitas-indonesia-meningkat-pada-

2022-didominasi-laki-laki. (Diakses pada 22 November, pukul 22.21) 

https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/22/jumlah-pekerja-disabilitas-indonesia-meningkat-pada-2022-didominasi-laki-laki
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/22/jumlah-pekerja-disabilitas-indonesia-meningkat-pada-2022-didominasi-laki-laki
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1) Diskriminasi sikap yang terrjadiskertika pernyandang disabilitas terrjaurhkan 

sercara sosial karerna adanya rasa tidak nyaman dan perngabaian olerh 

masyarakat urmurm. Bernturk diskriminasi ini dapat berrurpa urngkapan atau r 

bahasa nergatif yang merrerndahkanspernyandang disabilitas. Bisa jurga 

dikarernakan masyarakat urmurm yang merrerndahkan kermampuran 

pernyandang disabilitas dalam merlakurkansataurpurn merraih suratur perkerrjaan. 

2) Diskriminasi lingkurnganskertika suratur layanan purblik serperrti transportasi 

urmurm yang dirancang tidak derngan mermperrtimbangkan aksers bagi 

pernyandang disabilitas. 

3) Diskriminasi Lermbaga yang terrjadi kertika pernyandang disabilitas tidak 

merndapatkan haknya sercara pernu rh dalam mata hurkurm.9 

Perrlakuran diskriminasi terrhadap pernyandang disabilitas mernurnjurkan pernergakan 

hurkurm yang berrjalan sercara tidakverferktif. Frierdman merngatakan, hal terrserburt 

terrjadi dikarernakan berberrapasfaktor, yaitur surbstansi hurkurm (lergal surbstancer), 

strurkturr hurkurm (lergal strurcturrer), dan burdayashurkurm (lergal cu rlturrer).10 Kertiga 

faktor terrserbu rt dijabarkan lerbih lanju rtsolerh Soerrjono Soerkanto, yaitur: aturran 

hurkurm, pernergak hurkurm, sarana dan prasarana, masyarakat termpat berrlakurnya 

hurkurm, dan bu rdaya  hurkurm.11 Sosialisasi aturran hurkurm dan sikap merntal aparaturr 

pernergak hurku rm jurga mernjadi faktorsyang mernghambat erferktivitas pernergakan 

hurkurm.12  

 
9 Australia Indonesia Partnership of Justice (AIPJ), Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi 

Penyandang Disabilitas, Australia Aid, Jakarta, 2014, hlm.15 
10 Lawrence M. Friedman. (2009). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusamedia. hlm. 32. 
11 Soerjono Soekanto. (2008). Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

hlm. 8. 
12 Romli Atmasasmita. (2001). Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Bandung: 

Mandar Maju. hlm. 55. 
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Jika merngamati perrlakurkan diskriminasi yang dialami, pernyandang disabilitas 

perrlur dan serharursnya merndapatkansperrhatian lerbih dalam kerternagakerrjaan.  

Derngan merndapatkan perkerrjaan, merrerkasdapat hidurp derngan layak karerna dapat 

mernghidurpi dirinya maurpurn kerlurarga merrerka. Permerrintah dan permberri kerrja perrlu r 

mermperrhatikan serrta mermastikan akan mermberrikan perkerrjaan kerpada 

pernyandang disabilitas tanpa hambatan.  

Walaurpurn pernyandang disabilitas terlah diaturr merngernai kersermpatan berkerrja, 

sercara praktik masih banyak tindakan-tindakansyang merngabaikan hak-hak 

pernyandang disabilitas. Contohnya kasurs Tonanda Purtra serorang turli yang 

merngikurti rerkrurtmern mitra turli pada suratur perrursahaan ojerk onliner. Tonanda yang 

merlakurkan komurnikasi merlaluri bahasa isyarat diminta urntu rk mermbacakan 

urndangan wawancara derngan surara kerras dan jerlas, diskriminasi serperrti ini 

merncerrminkan adanya tindakan perrasaan surperrior olerh masyarakat biasa, dan 

sercara tidak langsurng terlah mernghina Tonanda.13  

Murhammad Baihaqi berrurmurr 35 tahurn, pernyandang turnanertra. Baihaqi 

merngalami diskriminasi kertika merndaftarkan dirismernjadi gurru r Matermatika di 

SMA Nergerri 1 Randurblaturng Kaburpatern Blora, Baihaqi dianggap tidak mermernurhi 

syarat formasi, Adapurn kriterria yang ditertapkan Badan Kerpergawaian Daerrah 

adalah pernyandang disabilitasskarerna cacat fisik, serdangkan Baihaqi turnanertra.14 

Derngan sergala dinamika perrmasalahan di atas, pernerliti merrasa diperrlurkan adanya 

pernerlitian merngernai serjaurh mana permerrintah Indonersia mernerrapkan konvernsi 

 
13 Difabel Tempo. 2022. Kronologi Rekrutmen Mitra Tuli Grab Indonesia yang Dianggap Diskriminatif. 

Available at https://difabel.tempo.co/read/1586765/kronologi-rekrutmen-mitra-tuli-grab-indonesia-yang-

dianggap-diskriminatif (diakses pada 2 November 2022, Pukul 10.21 WIB) 
14 CNN Indonesia. 2020. Baihaqi Penyandang Difabel Netra Menggugat Seleksi CPNS. Available at 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-593512/baihaqi-penyandang-difabel-netra-

menggugat-seleksi-cpns (diakse pada 2 November 2022, Pukul 15.54 WIB) 

https://difabel.tempo.co/read/1586765/kronologi-rekrutmen-mitra-tuli-grab-indonesia-yang-dianggap-diskriminatif
https://difabel.tempo.co/read/1586765/kronologi-rekrutmen-mitra-tuli-grab-indonesia-yang-dianggap-diskriminatif
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-593512/baihaqi-penyandang-difabel-netra-menggugat-seleksi-cpns
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-593512/baihaqi-penyandang-difabel-netra-menggugat-seleksi-cpns
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pernyandang disabilitas dalam mermberrikan perrlindurngan hurkurm bagi para perkerrja 

pernyandang disabilitas berrdasarkan hak asasi manursia dan hurku rm interrnasional 

serrta bagaimana reralisasinya di lapangan perkerrjaan. Maka dari itu r, pernerliti terrtarik 

urnturk merlakurkan pernerlitian yang berrju rdurl: ” Perrlindurngan Hurkurm Pernyandang 

Disabilitas serbagai Perkerrja mernurrurt Urniterd Nations Converntion On Ther Rights of 

Perrsons with Disabilitiers dan Implermerntasinya di Indonersia” 

1.2. Rumusan Masalah  

Berrdasarkan latar berlakang terrserburt di atas, maka perrmasalahan yang dibahas 

dalam pernerlitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah Perrlindurngan Hurkurm Pernyandang Disabilitas serbagai 

Perkerrja mernurrurt Urniterd Nations Converntion On Ther Rights of Perrsons 

with Disabilitiers? 

2. Bagaimanakah implermerntasi Urniterd Nations Converntion On Ther Rights 

of Perrsons with Disabilitiers bidang kerternagakerrjaan di Indonersia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berrdasarkan ru rmursan masalah di atas, pernerlitian mermiliki turjuran serbagai berrikurt: 

1. Urntu rk merngertahuri perrlindurngan hurkurm bagi pernyandang disabilitas 

dalam merndapatkan kersermpatan berkerrja mernurrurt Urniterd Nations 

Converntion on ther Rights of Perrsons with Disabilitiers. 

2. Urntu rk merngertahuri implermerntasi permerrintah Indonersia dalam 

mermernurhi hak pernyandang disabilitas dalam merndapatkan perkerrjaan. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

 

a. Sercara Teroritis 

Derngan dilaksanakannya pernerlitian ini, pernerlitisberrharap agar hasil dari pernerlitian 

ini mermiliki nilai gurna dalam mermberrikan suratur pandangan dan permahaman 

terntang hak-hak pernyandang disabilitas khursursnya dalam merndapatkan perkerrjaan 

yang kerternturannya terrdapat dalam UrNCRPD serrta perraturran perru rndang-urndangan 

di Indonersia dalam merngermbangkan ilmur dalam bidang hurkurm dan dijadikan 

bahan purstaka merngernai perrlindurngan hak-hak pernyandang disabilitas. 

 

b. Sercara Praktis 

Dari sergi praktis, pernerliti berrharap agar hasil dari pernerlitian ini mermiliki 

kergurnaan dalam mermberrikan surmbangan permikiran urnturk para mahasiswa, 

akadermisi, dan masyarakat urmurm dalam mernjadi rerferrernsi para praktisi hurkurm 

dalam merlaku rkan pernergakan hurkurm, khursursnya yang berrhurburngan derngan hak-

hak pernyandang disabilitas. Pernerliti jurga berrharap derngan dilaksanakannya 

pernerlitian ini akan mernjadi permernurh syarat merndapatkan gerlar Sarjana Hurkurm di 

Fakurltas Hurku rm Urniverrsitas Lampurng. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

 

Rurang lingkurp dalam suratur pernerlitian merrurpakan suratur permbatas di dalam 

pernerlitian yang berrturjuran agar perrmasalahan tidak mernjadi terrlalur luras. Dalam 

pernerlitian ini, pernurlis mermberrikansbatasan, berrurpa: 
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1. Mermbahas merngernai perngaturran terntang hak-hak pernyandang 

disabilitas dalam merndapatkan perkerrjaan berrdasarkan kerternturan 

UrNCRPD 

2. Merlakurkan analisis terrhadap kerternturan UrNCRPD derngan perraturran 

perru rndang-urndangan Indonersia. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 

Pernerlitian ini  dibagi mernjadi lima bab yang apabila sercara rinci berrsistermatika 

serbagai berriku rt: 

I. PENDAHULUAN  

Bab perndahurlu ran ini mernggambarkan merngernai perngernalan terrhadap masalah dan 

pernerlitian yang diterliti. Bab I diisi derngan latar berlakang, ru rmursan masalah, 

turjuran pernerlitian, kergurnaan pernerlitian, rurang lingkurp, dan sistermatika pernurlisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini mernjerlaskan merngernai terori-terori yang dapat merndurkurng perlaksanaan 

pernerlitian ini. Bab II iisi olerh tinjau ran urmurm terrkait perrlindurngan hurkurm, 

perrjanjian interrnasional, hak asasi manursia, pernyandang disabilitas, kerternturan-

kerternturan interrnasional dan nasional terrkait pernyandang disabilitas. Lerbih dari 

serkerdar merrangkurm terori-terori yang rerlervan, bab ini jurga mernyajikan data-data 

ermpiris dan pernerlitian terrkait yang merndurkurng perngermbangan argurmern dan 

analisis yang lerbih merndalam. 

III. METODE PENELITIAN 
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Bab ini berrisikan merngernai cara dalam merlakurkan pernerlitian. Bab III akan diisi 

olerh jernis pernerlitian, pernderkatan masalah, surmberr data, perngurmpurlan data, 

perngolahan data, dan analisis data. Jernis pernerlitian ini dilakurkan derngan 

pernerlitian normatif dan pernderkatan perrurndang-urndangan. Surmberr data yang 

digurnakan yaitur literraturr akadermis dan perraturran UrNCRPD dan perraturran 

perrurndang-urndangan Indonersia yang mermbahas terntang pernyandang disabilitas.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berrisi hasil pernerlitian dan permbahasan derngan dipaparkan hasil analisis 

yang dilakurkan olerh pernerliti yang jurga mernjawab rurmursan masalah yang terlah 

diperrtanyakan dalam awal pernerlitian. Bab IV ini berrisikan tinjauran urmurm 

merngernai UrNCRPD dan hak-hak pernyandang disabilitas terrmasurk hak 

kerternagakerrjaan yang diaturr dalam UrNCRD. Serlanjurtnya, dalam surbbab kerdura, 

akan diisi merngernai implermerntasi UrNCRPD dalam perratu rran perrurndang-

urndangan di Indonersia. 

V. PENUTUP 

Bagian pernurtu rp ini dipaparkan merngernai simpurlan yang diburat pernerliti serlama 

merlakurkan analisis yang terlah dilakurkan serrta mermberrikan saran kerpada pihak-

pihak yang terrkait merngernai pernyandang disabilitas. Bab V ini akan diisi olerh 

simpurlan dan saran.



   

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

2.1.1 Perrlindu rngan Hurkurm 

 

Mernurrurt tata bahasa, perrlindurngan mermiliki berberrapa artian yaitur, perrburatan 

mernyerlamatkan, mermburat sersuratur mernjadi aman, termpat berrlindurng, mermberri 

perrtolongan.15 Hurkurm sercara harfiahnmermiliki arti serbagai perratu rran yang diburat 

perngurasa (permerrintah/perjabat yang berrwernang) ataur dapat yang berrlakur bagi 

sermura orang masyarakat dan mernjadispatokan yang merngaturr hidurp 

masyarakat.16 

Perrlindurngan hurkurm merrurpakan sergernapsurpaya permernurhan dan permberrian hak 

serrta banturan agar dapat mermberrikan rasa aman kerpada saksi dan ataur korban, 

perrlindurngan hurkurm yang diberrikan kerpada korban kerjahatan merrurpakan bagian 

dari perrlindurngan masyarakat yang dapatsdilaksanakan dalam berrbagai bernturk, 

serperrti merlaluri rerstitursi, santurnan, perlayanan kerserhatan, dan bantu ran hurkurm.17 

Mernurrurt Satjipto Rahardjo, perrlindurngan hurkurm adalah mermberrikan 

perrlindurngan terrhadap Hak Asasi Manu rsia (HAM) yang dirurgikan olerh orang lain 

dan perrlindurngan yang diberrikan kerpada masyarakat agar dapat mernikmati sermura 

 
15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

hlm. 526 
16 Soerjono Dirdjosisworo. (2001). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. hlm. 314 
17 Soerjono Soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 133 
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hak yang diberrikan olerh hurkurm.18 Serdangkan mernurrurt Maria Therrersia Germer, 

perrlindurngan hurkurm berrkaitan derngan tindakan nergara urnturk merlakurkan sersuratu r 

derngan (mernerrapkan hurkurm nergara erksklursif) derngan turju ran mermberrikan 

jaminan hak-hak serserorang ataur serkerlompok orang.19 

Philipurs M. Hadjon berrperndapat bahwa perrlindurngan hurkurm adalah perrlindurngan 

harkat, jurga serbagai perngakuran terrhadap hak asasi manursia yang dimiliki olerh 

surbjerk hurkurm berrdasarkan kerternturan hurkurm kerserwernang-wernangan, derngan 

tindakan permerrintah serbagai titik serntral.20 Terrkait hal terrserburt, Hadjon 

merngatakan bahwa perrlindurngan hurkurm dibagi mernjadi dura, yaitur: perrlindurngan 

hurkurm prerverntif dan perrlindurngan hurku rm rerprersif. Perrlindurngan hurkurm prerverntif 

mermberrikan kersermpatan kerpada masyarakat urnturk merngajurkan kerberratan atau r 

mermberrikan perndapat merrerka serberlurm suratur kerpurtursan permerrintah mernjadi 

bernturk yang derfinitif. Perrlindurngan hurkurmsprerverntif merndorong permerrintah 

urnturk merlaksanakan kerpurtursannya derngan hati-hati, Adapurn turju ran perrlindurngan 

hurkurm prerverntif adalah urnturk merncergah terrjadinya suratur serngkerta, serdangkan 

perrlindurngan hurkurm rerprersif berrturjuranpurnturk mernyerlersaikan serngkerta. 

Mernurrurt CST Kansil, perrlindurngan hurkurmsadalah berrmacam-macam ursaha yang 

sah dan harurs dianurt olerh otoritas hu rkurmiurnturk mermberrikan rasa aman, baik 

merntal maurpu rnpfisik, dari halangan dan bahaya yang berrberda dari pihak 

manapurn.21 

 
18 Satjipto Rahardjo. (1991). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 54 
19 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2016). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 262 
20 Philipus M Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-

Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan 

Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 2 
21 CST Kansil. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 102 
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Surdikno Merrtokursurmo mermburat perrnyataan tidak hanya terntang turjuran hurkurm, 

tertapi jurga terntang furngsi hurkurm dan perrlindurngan hurkurm. Dia berrperndapat 

bahwa: 

“Dalam furngsinya serbagai perlindurng kerperntingan hurkurm manursia, mermiliki 

turjuran yang ingin dicapai. Turjuran urtama hurkurm adalah urnturk mernciptakan 

masyarakat yang terrtib, dan mernciptakan kerserimbangan. Derngan terrcapainya 

kerterrtiban dalam masyarakat, diharapkan kerperntingan manursia akan dilindurngi. 

Dalam merncapai turjurannya, hurkurm berrturgas mermbagi hak dan kerwajiban antara 

individur dalam masyarakat, mermbagi kerwernangan dan perngaturran cara 

pernyerlersaian masalah hurkurm, dam permerliharaan kerpastian hurkurm.”22 

Berrdasarkan u rraian di atas maka dapat dikatakan bahwa perrlindurngan hurkurm 

merrurpakan bernturk perrlindurngan terrhadap harkat dan martabat manursia derngan 

adanya perngakuran bagi hak asasi manursia di bidang hurkurm.  

2.1.2. Perrjanjian Interrnasional 

Surmberrmhurku rmsinterrnasional yang diakuri olerh masyarakatsinterrnasional salah 

saturnya adalaherperrjanjiansinterrnasional, maka dari itur perrjanjian interrnasional 

terrmasurk serbagai surmberr hurkurm interrnasionalsyang terrmurat dalamoPasal 38 ayat 

1 Piagam Mahkamah Interrnasional. MochtarkKursurmaatmadja merngartikan 

perrjanjian interrnasional serbagai perrjanjian yang diadakanlantara anggota 

 
22 Sudikno Mertokusumo. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. hlm. 71 
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masyarakat bangsa-bangsa  derngan turjuran merngakibatkandaakibat hurkurm 

terrterntur.23  

Surbjerk-surbjerk hurkurm interrnasional mermiliki kerwajibanhdan hak di mata hurkurm 

interrnasional. Hak mermburat ataursmernjadi perserrta perrjanjian interrnasional 

merrurpakan salah satur hak yangrddimiliki surbjerk-surbjerk hurku rm interrnasional. 

Akan tertapi, tidak sermura surbjerkshurkurm interrnasional mermpurnyai kapasitas yang 

sama dalam mermburat ataur mernjadi perserrta perrjanjian interrnasional. Kapasitas 

terrserburt dapat berrurpa kapasitasspernu rh,sterrbatas ataur bahkan tidak mermiliki 

kapasitas urntu rk merngadakan perrjanjian interrnasional.24 Jika dilihat dari Pasal 2 

ayat 1 hurrurf a Konvernsi Wina 1986, perrjanjian interrnasional berrbernturk terrturlis 

derngan surbjerknya nergara dan organisasi interrnasional.25 

Pernamaan urnturk perrjanjian interrnasionalstidak diaturr sercara sistermatis serhingga 

istilah terrkait perrjanjian interrnasional dapatsbanyak ditermuri, istilah-istilah terrserburt 

antara lain serbagai berrikurt: 

a. Treraty, perrjanjian murltilaterral antar banyak nergara. 

b. Converntion, perrjanjianshasil dari konferrernsi yang berrsifat pernting 

serhingga diperrlurkansnergara-nergara urnturk turrurt serrta dan biasanya 

konvernsi berrlakur serbagai kaidah,hurkurm interrnasional.  

c. Agrerermernt dan arrangermernt, perrjanjian khursurssberrisikan hal-hal terknis 

yang berrsifat administratif. 

 
23 Indra Mahawijaya. (2015). Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang 

Perdebatan. Malang: Media Nusa Creative. hlm. 13 
24 I Wayan Parthiana. (2005). Hukum Perjanjian Internsional Bagian 2. Bandung: Mandar Maju. 

hlm. 18 
25 Ibid 
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d. Mermory of Urnderrstanding (MoUr), perrjanjian informal yang berrsifat non-

lergally binding, biasanya digurnakaniurnturk perrjanjiansinterrnasional berrurpa 

perngatu rran perlaksanaan dariisu ratur perrjanjian interrnasional yang lerbih 

tinggi. 

e. Derklarasi ataur perrnyataan, kerserpakatansyang berrsifat urmu rm dan merngaturr 

hal yang pokok. 

f. Protocol dan adjurstmernt, protocol dapat diartikanxserbagai perlerngkap dari 

suratur konvernsi, serdangkan adjurstmernt merrurpakan pernyersuraian ataur 

amandermern dari suratur protokol yang ada. 

g. Staturter dan charterr, perrjanjian interrnasional biasanyasdijadikan konstitursi 

ataur dasar terrbernturknya organisasi interrnasional26 

h. Modurs Viverndi, istilah perrjanjiansinterrnasional urnturk instrurmern 

kerserpakatan berrsifat sermerntara. 

i. Concordat, kerserpakatan antara Tahta Surci derngan nergara-nergara lain di 

bidang keragamaan.27 

Suratur nergara yang mernyatakan sertu rjur urnturk merngikatkan diri pada suratu r 

perrjanjian (consernt to ber bournd) merrurpakan bernturk dari perrserturjuran nergara agar 

terrikat sercara hurkurm (lergally binding) terrhadap hak dan kerwajiban yang 

terrkandurng dalam naskah perrjanjian interrnasional. 28 Perrserturjuran nergara urnturk 

 
26 Anreas Pramudianto. (2014). Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional: Implementasi 

Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia. Malang: Setara Press. 

hlm. 150-152 
27 Eddy Pratomo. 2011. Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan 

Ratifikasi). Bandung: PT. Alumni Bandung. hlm. 60-61 
28 Kholis Roisah. 2015. Hukum Perjanjian Internasional. Malang: Setara Press. hlm. 5 
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terrikat sercara hurkurm pada perrjanjian mernurrurt Pasal 11 Konvernsi Wina 1969 

dapat dinyatakan derngan pernandatanganan (signaturrer), ratifikasi (ratification), 

akserptasi (accerptancer), approval, aksersi (accerssion) ataur cara lain sersurai 

kerserpakatan para pihak perserrta perrjanjian.  

2.1.3. Hak Asasi Manursia  

Hak Asasi Manursia (HAM) merrurpakan hak-hak dasar yang diberrikan Turhan 

serbagai anurgerrah serjak lahir kerpada sertiap individur. Hak asasi mermiliki rerlasi 

antara nergara derngan warga nergaranya, di mana kerwajiban nergara adalah 

mermernurhi hak asasi warga nergaranya serdangkan individur mernjadi pernikmat hak 

asasi manursia. Hak asasi manursia banyak diartikan serbagai hak yang sercara 

alamiah merlerkat pada diri manursia serjak lahir, dan manursia tidak dapat turmburh 

dan berrkermbang mernjadi manursia urturh tanpa adanya hak terrserburt. 29 

Hak asasi yang diderfinisikan olerh Miriam Burdiarjo ialah hak yang dimiliki 

manursia yang terlah diperrolerh dan dibawanya berrsamaan derngan kerlahiran atau r 

kerhadirannya di dalam kerhidurpan masyarakat. Serdangkan mernurrurt Gurnawan 

Serrfiardja, HAM diderfinisikan serbagai hak-hak yang merlerkat yang dimiliki 

manursia serbagai manursia.30 Gurnawan tu rrurt merngatakan bahwa HAM merrurpakan 

kerwernangan merlerkat pada manursia yang wajib diakuri dan dihormati.31  

“Hak asasi manursia didasarkan pada prinsip bahwa sertiap orang dilahirkan sertara 

dalam harkat dan hak-haknya. Sermura hak asasi manursia sama perntingnya dan 

merrerka tidak dapat dicaburt dalam keradaan apapurn. Sertiap orang berrhak atas 

 
29 Muladi. (2002). Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia. Jakarta: The 

Habibie Center. hlm. 56 
30 Miriam Budiardjo. (1994). HAM di Indonesia. Karangan dalam “Esei Pembangunan Politik, Situasi 

Global, dan HAM di Indonesia”. Jakarta: PT. Ikrar Mandari Abadi. hlm. 429 
31 Gunawan Setiardja. (1993). HAM Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 73 
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sermura hak dan kerberbasan-kerberbasan yang terrcanturm dalam Derklarasi Urniverrsal 

Hak Asasi Manursia. Tidak ada perngercuralian apapurn, serperrti permberdaan ras, 

warna kurlit, jernis kerlamin, bahasa, agama, politik ataur perngandaian lain, asal-ursurl 

kerbangasaan ataur kermasyarakatan hak milik, kerlahiran atau rpurn kerdurdurkan 

lain.”32 

Kerkurasaan ataurpurn hal lainnya tidak bisa merlerpaskan hak asasi yang ada pada diri 

manursia, apabila hal terrserburt terrjadi maka manursia akan kerhilangan inti manursia 

yaitur martabat diri. Hak asasi manu rsia dimaksurdkan agar dihargai sersama 

manursia. Hak asasi manursia mernjadikan sertiap tindakan didasari olerh kersadaran 

dan tanggurng jawab agar hak-hak orang lain terrjamin urnturk tidak dilanggar.33 

Serjarah dan bu rdaya durnia mernjadikan hak asasi manursia mernjadi turnturtan yang 

harurs diperrjurangkan pernergakannya. Karerna itur di serlurrurh durnia, antara manursia 

dan kermanursiaan ialah sama dan satur.34 

Nergara wajib dan berrtanggurng jawab dalam mernghormati, merlindurngi, 

mernergakkan, dan mermajurkan hak asasi manursia yang terlah diaturr dalam Urndang-

Urndang No. 39 tahurn 1999 terntang Hak Asasi Manursia, perratu rran perrurndang-

urndangan lain dan hurkurm interrnasional terntang hak asasi manursia yang 

diratifikasi olerh nergara Rerpurblik Indonersia.  

Konserp HAM mermiliki hakikat yang sama derngan turjuran hurkurm dan turjuran ilmur-

ilmur lainnya yang berrurpaya merngangkat derrajat manursia agar lerbih makmurr, 

aman, adil, serjahterra, terrtib dan terntram.35 HAM diberrikan kerpada masyarakat 

 
32 Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
33 Muladi, Op. Cit, hlm. 57 
34 Prof. A Mashyur Effendi. (2005). Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusa (HAM) & Proses Dinamika 

Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. hlm. 128 
35 Prof. A. Mashyur Effendi, Op.Cit, hlm. 127 
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burkan dikarernakan adanya hurkurm positif, tertapi sermata-mata karerna martabatnya 

serbagai manursia. Sercara interrnasional HAM diakuri dan diserpakati mernjadi nilai-

nilai serrta standar bagi nergara dalam berrinterraksi derngan masyarakatnya. Karerna 

itur, HAM tak hanya merngaturr merngernai apa yang tidak bolerh dilakurkan terrhadap 

warganya, jurga merngarahkan apa yang harurs dilakurkan olerh nergara (state r 

obligation).36 

2.1.4. Pernyandang Disabilitas 

World Heralth Organization merngartikan disabilitas serbagai “A rerstriction or 

inability to perrform an activity in ther mannerr or within ther ranger considerrerd 

normal for a hurman bering, mostly from impairmernt”.37 Derfinisi terrserburt derngan 

jerlas mernyatakan bahwa disabilitas merrurpakan permbatas ataur kertidakmampuran 

merlakurkan kergiatan derngan cara yang ataur dalam sifat yang dianggap normal bagi 

manursia, yang banyak diakibatkan karerna pernurrurnan kermampuran. 

Dalam Kamurs Bersar Bahasa Indonersia, pernyandang berrarti orang yang mernderrita 

(mernyandang) sersuratur.38 Serdangkan disabilitas diambil dari kata serrapan bahasa 

Inggris disability yang artinya cacat ataur kertidakmampuran. Permerrintah rersmi 

mernggurnakan serburtan pernyandang disabilitas bagi orang-orang yang mermiliki 

kertidakmampu ran merntal jangka panjang maurpurn fisik, kertidakmampuran akibat 

gangguran sernsorik serhingga mernjadi pernghambat urnturk partisipasi pernurh yang 

erferktif bagi merrerka dalam berrmasyarakat. Serserorang yang merndapati kerlainan 

merntal dan/ataur fisik yang merrurpakan rintangan dan hambatan ataur dapat 

 
36 Prof. Philip Alston. (2010). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia 

Universitas Islam Indonesia. hlm. 39 
37 Barbotte, E.Guillemin, F.Chau, N. Lorhandicap Group. (2011). Prevalence of Impairments, Disabilities, 

Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature. Bulletin of the 

World Health Organization, Vol. 70. No.11, p. 1047. 
38 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (2008). Jakarta: Gramedia. 
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merngganggur kergiatan sercara serlayaknya merngakibatkan tak jarang pernyandang 

disabilitas merngalami diskriminasi.39 

Laberlling atau r permberrian nama, pernyerburtan, merrurpakan prosers murla diskriminasi 

yang dilakurkan olerh masyarakat. Adanya serburtan yang merrurpakan perngernaan 

tindakan akan berrkaitan terrhadap tindakan lainnya. Serperrti serburtan cacat, serburtan 

terrserburt ada karerna digurnakan urnturk serbagian orang yang dijadikan objerk 

perncacatan  dan mermposisikan, serrta mermperrlakurkan objerk serbagai orang cacat, 

hingga mernyerbarluraskan hal terrserburt ker berrbagai infrastrurkturr sosial yang ada.40 

Di dalam perrurndang-urndangan, tidak dikatakan sercara gamblang merngernai 

perngerrtian dari kerlompok rerntan. Pada Pasal 5 ayat 3 Urndang-Urndang No. 39 

Tahurn 1999 mernjerlaskan merngernai orang yang terrmasurk dalam kerlompok 

masyarakat yang rerntan ialah orang lanjurt ursia, fakir miskin, ana-anak, wanita 

hamil, dan pernyandang cacat.41 Serlanjurtnya dalam pasal terrserburt jurga merngatakan 

bahwa sertiap orang yang berrada dalam kerlompok masyarakat yang rerntan berrhak 

mermperrolerh perrlakuran dan perrlindurngan lerbih berrkernaan derngan kerkhursursannya.  

Masyarakat pernyandang disabilitas mernjadi kerlompok minoritas terrbersar yaitur 

mernyernturh 15% dari popurlasi durnia.42 Sertiap pernyandang disabilitas mermiliki 

 
39 Uning Pratimaratri. (2005). Jaminan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat sebagai Perlindungan Hak Asasi 

Manusia. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 253 
40 Eko Riyadi. (2012). Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya. Yogyakarta: PUSHAM 

UII. hlm. 293 
41 Elisabet Irda. (2021). Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, 

dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. https://doi.org/10.5281/zenodo.6562613 diakses 4 November 2022 

10:49 WIB 
42 https://mediaindonesia.com/humaniora/509960/90-penyandang-disabilitas-di-negara-berkembang-tidak-

memiliki-pekerjaan diakses 8 November 2022 13:13 WIB  

https://doi.org/10.5281/zenodo.6562613
https://mediaindonesia.com/humaniora/509960/90-penyandang-disabilitas-di-negara-berkembang-tidak-memiliki-pekerjaan
https://mediaindonesia.com/humaniora/509960/90-penyandang-disabilitas-di-negara-berkembang-tidak-memiliki-pekerjaan
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hak-hak dasar yang sertara derngan masyarakat urmurm lainnya. Namurn, serlama tiga 

derkader awal murncurlnya PBB, pernyandang disabilitas terrabaikan.43 

2.2 Ketentuan-Ketentuan Internasional Terkait Penyandang Disabilitas 

Pada murlanya nergara-nergara tidak mermerntingkan hak pernyandang disabilitas 

karerna dianggap serbagai isur yang berrdiri serndiri serhingga masyarakat tidak 

berrpikir bahwa merrerka mermpurnyai kerwajiban urnturk mermberrikan dan mermernurhi 

hak pernyandang disabilitas derngan seradil-adilnya. Derngan perrmasalahan terrserburt, 

PBB mermbernturk serburah perrjanjian interrnasional yaitur Converntion on ther Rights 

of Perrsons with Disabilitiers agar pernyandang disabilitas dapat mernikmati hak nya. 

Berrikurt kerternturan interrnasional yang mermbahas merngernai pernyandang 

disabilitas: 

2.2.1. Derklarasi Urniverrsal Hak Asasi Manursia 1948 

Derklarasi Urniverrsal Hak Asasi Manursia (DUrHAM) merrurpakan dokurmern 

interrnasional yang mermiliki kaitan errat derngan Perrserrikatan Bangsa-Bangsa 

serterlah serlersainya Perrang Durnia II, murlai diaturrnya merngernai Hak Asasi Manursia 

serbagai urpaya pernertapan suratur standar urmurm yang wajib ditaati olerh sermura 

nergara. Hal yang terrkandurng dalam DUrHAM jerlas mermberrikan pernergasan 

kermbali merngernai perrmasalahan HAM, kersertaraan hak dan martabat sertiap 

individur, terrmasurk kerlompok rerntan dalam masyarakat.  

Dalam kernyataannya, kerlompok rerntan yang salah saturnya adalah pernyandang 

disabilitas berrada dalam kondisi burrurk urnturk merndapatkan hak dan martabatnya 

 
43 Zainal Abidin Pakpahan. (2021). Keberadaan Pekerja Disabilitas dalam Pandangan Hak Asasi Manusia. 

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 09. No. 01. p.59 
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serbagai manursia. Serhingga diburturhkan perraturran yang berrlakur di sertiap nergara 

agar pernyandang disabilitas terrjaminkan hak-haknya.  

2.2.2. Kovernan Interrnasional terntang Hak Sipil dan Politik 1966 

Interrnational Covernant on Civil and Political Rights (ICCPR) merrurpakan salah 

satur instrurmern HAM yang berrbernturk perrjanjian murltilaterral yang digagas olerh 

Majerlis Urmurm PBB dan terlah diratifikasi olerh berberrapa nergara anggota PBB. 

Sercara garis bersar, kovernan ini merwajibkan nergara anggotanya u rnturk merlindurngi 

hak-hak sipil dan politik individur. Hak yang diaturr dalam ICCPR ini dapat 

dikatakan serbagai hak-hak nergatif, yang artinya hak-hak terrserburt akan berrhasil 

diterrapkan apabila dalam perlaksanaannya terrdapat permbatasan werwernang kerpada 

nergara. Namurn jika nergara merlakurkan interrvernsi, maka hak-hak yang diaturr tidak 

dapat urnturk dilanggar olerh nergara. 44 

Hak-hak yang terrdapat pada ICCPR turrurt merngaturr merngernai perrlindurngan hak 

asasi manursia terrhadap pernyandang disabilitas. Dalam kovernan ini banyak 

mermurat hak furndamerntal, serperrti hak urnturk hidurp dan hak kerberbasan dalam 

berrerksprersi dan hati Nurrani. Pasal 26 kovernan ini merngaturr merngernai kerternturan 

anti diskriminasi yang tidak terrbatas berrarti mermiliki arti yang luras.  

2.2.3. Kovernan Interrnasional terntang Hak Erkonomi, Sosial, dan Burdaya 1966 

Kovernan Interrnasional terntang Hak Erkonomi, Sosial, dan Burdaya merrurpakan 

hasil kerserpakatan berrsama PBB merngernai hak asasi manursia. Perrjanjian 

murltilaterral ini mermbahas terntang hak erkonomi, sosial dan bu rdaya. Indonersia 

serndiri terlah merngimplermerntasikan konvernsi ini ker hurkurm positif Indonersia 

 
44 Nurul Qamar. (2013). Hak Asasi Manusaia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in 

Democratiche Rechsstaat). Jakarta: Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 22-24 
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merlaluri Urndang-Urndang Nomor 11 tahu rn 2005 terntang Perngersahan Interrnational 

Covernant on Erconomic Social and Curlturral Rights (Kovernan Interrnasional 

terntang Hak-Hak Erkonomi, Sosial dan Burdaya)45 

Pada Pasal 21 ayat (1) kovernan ini, merngaturr terntang perrlindu rngan hak asasi 

manursia terrhadap pernyandang disabilitas, yang mernyatakan kerternturan standar anti 

diskriminasi dalam bidang sosial. Hak u rnturk berkerrja diaturr pada Pasal 6, di mana 

merncakurp purla hak bagi sertiap orang urnturk merndapatkan kersermpatan mernghidurpi 

kerhidurpannya derngan perkerrjaan yang dia pilih ataur terrima sercara berbas. 

2.2.4. Konvernsi merngernai Hak-Hak Pernyandang Disabilitas 

Converntion on ther Rights of Perrson with Disabilitiers (Konvernsi merngernai Hak-

Hak Pernyandang Disabilitas) merrurpakan instrurmern hurkurm yang merngaturr 

merngernai hak-hak pernyandang disabilitas. Derngan adanya konvernsi ini, 

masyarakat interrnasional merngakuri kersertaraan bagi pernyandang disabilitas 

derngan warga masyarakat lainya. Murlanya konvernsi ini dibahas perrtama kali 

dibicarakan saat Rersolursi Majerlis Urmurm 56/168 pada 19 Dersermberr 2001 hingga 

akhirnya disahkan pada 30 Marert 2007, ditandatangani serkitar 82 nergara anggota 

;terrmasurk Indonersia.46 Nergara yang terrikat derngan perrjanjian ini turrurt terrlibat 

dalam mermpromosikan, merlindurngi serrta mernjamin hak pernyandang disabilitas. 

Garis bersar turjuran konvernsi ini ialah urnturk merlindurngi, mermajurkan dan 

mernjamin pernyandang disabilitas dalam mernikmati hak-haknya sercara pernurh dan 

 
45 Syukron Mahbub. (2019). Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional 

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB) Korelasinya dengan Maqashid Al-Syari’ah Perspektif Hukum 

Islam. Yustisia 20(2), hlm. 116 
46 Fajri Nursyamsi. (2015). Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. 

Jakarta: PSHK, hlm, 51  
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sertara agar pernghormatan bagi martabat merrerka turrurt merningkat.47 Derngan turjuran 

terrserburt, terrlihat konvernsi ini sercara tergas mermpurnyai turjuran agar tidak adanya 

diskriminasi dalam permernurhan hak martabat disabilitas.  

Istilah disabilitas dan pernyandang disabilitas dalam konvernsi ini tidak dijerlaskan 

sercara erksplisit. Konvernsi ini hanya mernyatakannya sercara luras yakni orang yang 

merngalami ataur mermiliki pernderritaan fisik, merntal, sernsorik ataur interlerktural 

dalam jangka waktur yang lama dimana hal terrserburt dapat mernghambat interraksi 

sercara partisipasi pernurh dan erferktif dalam masyarakat.48 Derngan kata lain, 

konvernsi ini mermbiarkan masyarakat mernernturkan konserp disabilitas sercara 

lerlurasa serhingga hal ini akan berrkermbang merngikurti tingkat sosial dan erkonomi 

masyarakatnya.49 

2.3 Ketentuan-Ketentuan Nasional Terkait Penyandang Disabilitas 

Serberlurm adanya UrNCRPD, permerrintah Indonersia terlah merngaturr kerternturan 

terrkait pernyandang disabilitas merlaluri perngaturran yang terrserbar dalam perraturran 

perrurndang-urndangan. Namurn, sercara khursurs, perrlindurngan kerpada pernyandang 

disabilitas diaturr dalam UrUr no. 4 Tahurn 1997 terntang Pernyandang Cacat dan 

perraturran perlaksananya PP no. 43 Tahurn 1998 terntang Urpaya Perningkatan 

Kerserjahterraan Pernyandang Cacat. UrUr Pernyandang Cacat dibernturk derngan 

minimnya rurjurkan terntang perrlindurngan hak pernyandang disabilitas serhingga 

sercara surbstansi permahaman terntang pernyandang disabilitas sangat terrbatas. UrUr 

 
47 Ibid 
48 Pasal 1 UNCRPD 
49 Pembukaan UNCRPD Alinea E 
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Pernyandang Cacat mermurat pernghormatan terrhadap hak pernyandang disabilitas 

sercara terrbatas dan minimal.50 

Serjak diberrlakurkan, UrUr Pernyandang Cacat dan perraturran perlaksanaannya tidak 

dapat merngu rbah pandangan dan perrilakur pernyerlernggara nergara maurpurn 

masyarakat u rnturk berrpihak pada permbinaan kermajuran dan kerserjahterraan 

pernyandang disabilitas. Pernyandang disabilitas hanya dipandang serbagai objerk 

yang diberrikan banturan urnturk mermperrtahankan hidurp, burkan surbjerk yang berrhak 

mernernturkan kerberrlangsurngan hidurp dan pernghidurpannya serndiri. Maka, 

Indonersia mernandatangani UrNCRPD pada 30 Marert 2007 yang diwakili olerh 

Bachtiar Chamsyah (Mernterri Sosial), yang didampingi olerh Makmurr Surnis, Ph.D 

(Direrkturr Jerndral Perlayanan dan Rerhabilitas Sosial) dan Siswandi, MBA (Kertura 

Urmurm Perrsaturan Pernyandang Cacat Indonersia). Serbagai pihak yang 

mernandatangani konvernsi, Indonersia ju rga mermiliki kerwajiban urnturk merngaitkan 

diri derngan merratifikasi konvernsi terrserburt. Jika dalam jangka waktur lima tahurn 

serjak pernandatanganan konvernsi nergara tidak merlakurkan ratifikasi, maka akan 

dikernai sanksi khursurs olerh PBB.51 

Berrkaitan derngan perrlindurngan hurkurm terrhadap pernyandang disabilitas, 

permerrintah Indonersia terlah mernerrbitkan berrbagai perraturran perru rndang-urndangan 

yang dimaksurdkan urnturk merlindurngi, mernghormati, mermajurkan, dan mermernurhi 

hak-hak pernyandang disabilitas. Berrbagai perraturran perrurndang-urndangan terrserburt 

adalah52: 

 
50 Fajri Nursyamsi, Op. Cit, hlm. 70 
51 Ibid, hlm. 71 
52 Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, dkk. ”Modul Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga 

Kependidikan Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Aksi Nasional Hak Asasi 
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2.3.1. Urndang-Urndang No. 39 tahurn 1999 terntang Hak Asasi Manursia 

UrUr ini jurga merngaturr dan merrurmurskan sercara khursurs hak pernyandang disabilitas. 

Hal terrserburt ditermurkan dalam pasal 41 ayat (2) yang mernyatakan bahwa: 

“sertiap pernyandang disabilitas, orang yang berrursia lanjurt, wanita hamil, dan anak-

anak berrhak mermperrolerh kermurdahan dan perrlakuran khursurs.” Serlanjurtnya pasal 

42 mernergaskan bahwa “sertiap warga nergara yang berrursia lanjurt, cacat fisik ataur 

cacat merntal berrhak mermperrolerh perrawatan, perndidikan, perlatihan, dan banturan 

khursurs atas biaya nergara, urnturk mernjamin kerhidurpan yang layak, sersurai derngan 

martabat kermanursiaannya, merningkatkan rasa perrcaya diri, dan kermampuran 

berrpartisipasi dalam kerhidurpan berrmasyarakat, berrbangsa, dan berrnergara.” 

2.3.2. Urndang-Urndang No. 13 tahurn 2003 terntang Kerternagakerrjaan 

Dalam pasal 5 UrUr ini mernyatakan bahwa sertiap ternaga kerrja mermiliki 

kersermpatan mermperrolerh perkerrjaan dan pernghidurpan layak tanpa diskriminasi 

jernis kerlamin, surkur, ras, agama, dan aliran politik sersurai derngan minat dan 

kermampuran ternaga kerrja yang berrsangkurtan urnturk mermperrolerh perkerrjaan, 

terrmasurk perrlakurkan yang sama terrhadap para pernyandang cacat. 

Serlanjurtnya pasal 19 mernyerburtkan bahwa perlatihan kerrja bagi ternaga kerrja 

pernyandang disabilitas cacat dilaksanakan derngan mermperrhatikan jernis, derrajat, 

kercacatan dan kermampuran ternaga kerrja pernyandang cacat yang berrsangkurtan. 

Dermikian purla pada pasal 67 ayat (1) dirurmurskan bahwa perngursaha yang 

 
Manusia 2015-2019”. Yogyakarta, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral Kementrian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan, 2016, hlm. 49-55. 
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mermperkerrjakan ternaga kerrja pernyandang cacat wajib mermberrikan perrlindurngan 

sersurai derngan jernis dan derrajat kercacatannya. 

2.3.3. Urndang-Urndang No. 19 tahurn 2011 terntang Perngersahan Converntion on 

ther Rights of Perrsons with Disabilitiers  

Pada permburkaan konvernsi, ditergaskan adanya perngakuran harga diri dan nilai 

serrta hak yang sama bagi pernyandang disabilitas, yaitur orang yang mermiliki 

kerterrbatasan fisik, merntal dan interlerktural, ataur sernsorik dalam jangka waktur lama 

yang dalam berrinterraksi derngan lingkurngan dan sikap masyarakatnya dapat 

mernermuri hambatan yang mernyurlitkan urnturk berrpartisipasi pernurh dan erferktif 

berrdasarkan kersamaan hak. Turjuran konvernsi ini urnturk mermaju rkan, merlindurngi 

dan mernjamin kersamaan hak dan kerberbasan yang merndasar bagi sermura 

pernyandang disabilitas, serrta pernghormatan terrhadap martabat pernyandang 

disabilitas serbagai bagian yang tak terrpisahkan (inherrernt dignity). 

2.3.4. Urndang-Urndang No. 8 tahurn 2016 terntang Pernyandang Disabilitas 

 

Urndang-Urndang No. 4 Tahurn 1997 terntang Pernyandang Cacat, sercara surbstansi 

surdah tidak sersurai derngan UrUr no. 19 tahurn 2011 terntang Perngersahan Konvernsi 

Hak-Hak Pernyandang Disabilitas, ini terrjadi karerna UrUr No. 4 tahurn 1997 masih 

cernderrurng berrorierntasi pada permberrian perlayanan berrdasarkan amal ataur charity 

baserd, dilakurkan atas dasar permernurhan hak asasi pernyandang disabilitas.53 

Olerh karerna itur, urnturk mernjamin kerhormatan, kermajuran, perrlindurngan, 

permberrdayaan, pernergakan dan permernurhan hak-hak pernyandang disabilitas, surdah 

 
53 Binus University. Pergeseran Paradigma tentang Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 

2016. http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang- 

disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/ (diakses pada 3 Februrai 2024 pukul l6.21)  

http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-%20disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/
http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-%20disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/
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saatnya dilaku rkan rerformasi hurkurm terrhadap rergurlasi pernanganan pernyandang 

disabilitas. Urndang-Urndang No. 8 tahurn 2016 terntang Pernyandang Disabilitas 

merrurpakan langkah awal rerformasi hurku rm terrhadap pernanganan rerhabilitas sosial 

pernyandang disabilitas dan wurjurd perngerjawantahan UrUr No. 19 tahurn 2011. 

Pandangan di dalam UrUr Pernyandang Cacat surdah kertinggalan zaman dan tidak 

sersurai derngan urpaya perningkatan harkat dan martabat pernyandang disabilitas 

serbagai manursia serurturhnya. Perrurbahan perraturran perrurndang-urndangan yang ada 

serterlah 19 (sermbilan berlas) tahurn berrlakurnya UrUr Pernyandang Cacat terlah 

mermasurkkan pernyandang disabilitas serbagai bagian dari hak asasi manursia, 

serperrti UrUr No. 39 tahurn 1999 terntang Hak Asasi Manursia dan UrUr No. 19 tahurn 

2011 terntang Perngersahan Converntion on ther Rights of Perrson with Disabilitiers, 

serhingga UrUr Pernyandang Cacat harurs diserlaraskan derngan kerternturan terrkini yang 

pada prinsipnya merngaturr sermura hak yang merlerkat pada manu rsia jurga berrlaku r 

bagi pernyandang disabilitas.54 

Serterlah konvernsi ini disahkan maka mermberrikan kerwajiban-kerwajiban nergara 

urnturk mernjamin dan mermajurkan permernurhan hak pernyandang disabilitas, salah 

saturnya derngan mermburat perraturran dan merlakurkan harmonisasi perraturran 

terrmasurk mernghapurskan aturran dan burdaya yang merlanggar hak pernyandang 

disabilitas. Permerrintah dan DPR mernindaklanjurti komitmernnya urnturk 

mernghormati, merlindurngi dan mermernurhi hak pernyandang disabilitas merlaluri 

perngersahan UrUr No, 8 tahurn 2016 terntang Pernyandang Disabilitas.  

Perrurbahan pandangan terrhadap pernyandang disabilitas dapat dilihat dari derfinisi 

pernyandang disabilitas dalam Urndang-Urndang No. 8 tahurn 2016 terntang 

 
54 Ibid 



29 

 

  

 

Pernyandang Disabilitas, yaitur: “sertiap orang yang merngalami kerterrbatasan fisik, 

interlerktural, merntal dan ataur sernsorik dalam jangka waktur lama yang dalam 

berrinterraksi derngan lingkurngan dapat merngalami hambatan dan kersurlitan urnturk 

berrpartisipasi sercara pernurh dan erferktif derngan warga nergara lainnya berrdasarkan 

kersamaan hak”.55 Perngaturran merngernai pernyandang disabilitas ini terlah 

mermasurkkan perrsperktif hak asasi manursia serbagaimana dinyatakan dalam pasal 3 

UrUr Pernyandang Disabilitas yang berrburnyi: 

“Perlaksanaan dan permernurhan hak Pernyandang Disabilitas berrturjuran: (a) 

Merwurjurdkan pernghormatan, permajuran, perrlindurngan dan permernurhan pernurh dan 

sertara; (b) Mernjamin urpaya pernghormatan, permajuran, perrlindurngan dan 

permernurhan hak serbagai martabat yang merlerkat pada diri pernyandang disabilitas; 

(c) … ; (d) Merlindurngi Pernyandang Disabilitas dari pernerlantaran dan erksploitasi, 

perlercerhan dan sergala tindakan diskriminatif serrta perlanggaran hak asasi 

manursia;…” 

Derngan jerlas Pasal 53 ayat (1) dan (2) mermberrikan jaminan bagi pernyandang 

disabilitas dalam merndapatkan perkerrjaan di serktor permerrintah maurpurn serktor 

swasta. Pasal 53 ayat (1) mernyerburtkan bahwa Permerrintah, Permerrintah Daerrah, 

Badan Ursaha Milik Nergara dan Badan Ursaha milik Daerrah wajib mermperkerrjakan 

paling serdikit 2% (dura perrsern) pernyandang disabilitas dari jurmlah pergawai atau r 

perkerrja. Pada ayat (2) nya diserbu rtkan bahwa Perrursahaan swasta wajib 

mermperkerrjakan paling serdikit 1% (satur perrsern) pernyandang disabilitas dari 

jurmlah pergawai ataur perkerrja.56 

 
55 S Wignjosoebroto, S Radjab. (2011). Pengaturan tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang 

Cacat berdasarkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities tahun 2006 di Indonesia. 

Purwokerto. hlm. 6 
56 Bella Alizah, DKK (2023). Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Mennurut UU No. 8 Tahun 

2016 pada Sektor BUMN. Jurnal on Education. Vol. 05. No. 03. p. 8627 
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2.4 Peraturan Penunjang Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam 

Ketenagakerjaan 

2.4.1 Perraturran Permerrintah No. 52 tahurn 2019 Pernyerlernggaraan Kerserjahterraan 

Sosial bagi Pernyandang Disabilitas 

Dalam merlaksanakan kerternturan Pasal 96 Urndang-Urndang No. 8 tahurn 2016 

terntang Pernyandang Disabilitas maka dibernturk Perraturran Permerrintah No. 52 

tahurn 2019. Turjuran lerbih lanjurt merngernai perraturran permerrintah ini urnturk 

mermernurhi kerburturhan dasar pernyandang disabilitas, mernjamin perlaksanaan furngsi 

sosial pernyandang disabilitas, merningkatkan kerserjahterraan sosial yang 

berrmartabat bagi pernyandang disabilitas, serrta merwurjurdkan masyarakat inklursi.57 

Pernyerlernggaraan kerserjahterraan sosial bagi pernyandang disabilitas dilakurkan 

merlaluri rerhabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perrlindurngan sosial derngan 

mermperrhatikan ragam, kerburturhan, dan derrajat kerrerntanan pernyandang disabilitas. 

2.4.2 Perraturran Permerrintah No. 60 tahurn 2020 terntang Urnit Layanan Disabilitas 

Bidang Kerternagakerrjaan 

Permbernturkan perraturran permerrintah ini diturjurkan urnturk merlaksanakan kerternturan 

Pasal 55 ayat (4) Urndang-Urndang No. 8 tahurn 2016 terntang Pernyandang 

Disabilitas. Adapurn hal yang diaturr dalam Perraturran Permerrintah ini antara lain, 

surmberr daya UrLD Kerternagakerrjaan, tu rgas UrLD Kerternagakerrjaan, permantauran 

dan ervalurasi, perlaporan, permbinaan, dan perngawasan serrta perndanaan. Agar 

 
57 Zainul Daulay. 2013. Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Implementasinya. hlm. 

24-25 



31 

 

  

 

terrcapainya hak pernyandang disabilitas dalam merndapatkan perkerrjaan, maka 

Permerrintah pu rsat maurpurn permerrintah daerrah turrurt mernjamin prosers rerkrurtmern, 

pernerrimaan, perlatihan kerrja, pernermpatan kerrja, kerberrlanju rtan kerrja, dan 

perngermbangan karierr yang adil dan tanpa diskriminasi kerpada pernyandang 

disabilitas.58 

 

 
58 Ibid 



   

 

 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

Pernyursurnan skripsi yang berrjurdurl “Perrlindurngan Hurkurm bagi Pernyandang 

Disabilitas serbagai Perkerrja mernurrurt Urniterd Nations Converntion on ther Rights of 

Perrson with Disabilitiers dan Implermerntasinya di Indonersia” agar dapat terrarah 

dan sistermatis maka skripsi ini diburat berrdasarkan mertoder-mertoder terrterntur. Hal 

ini diserbabkan suratur pernerlitian merrurpakan ursaha urntu rk mernermurkan, 

merngermbangkan dan merngurji kerbernaran suratur perngertahuran.59 Pernerlitian hurkurm 

mermiliki dura jernis pernerlitian, yaitur mertoder pernerlitian normatif dan ermpiris. 

Pernerlitian yang dilakurkan urnturk skripsi ini adalah derngan mertoder pernerlitian 

normatif. Pernerlitian normatif merrurpakan pernerlitian hurkurm kerpurstakaan yang 

didasari olerh bahan hurkurm urtama derngan cara mernerlaah terori hurkurm, konserp 

hurkurm, asas hurkurm, serrta perraturran perrurndang-urndangan, serhingga pernerlitian ini 

akan merngkaji sercara kerpurstakaan.60 

3.2.  Pendekatan Masalah 

Pernderkatan diperrlurkan dalam serburah karya turlis ilmiah urnturk lerbih mernjerlaskan 

dan merncapai maksurd serrta turjuran pernerlitian. Pernderkatan jurga dapat diartikan 

serbagai urpaya mernciptakan hurburngan yang nantinya akan mernjawab 

 
59 Ronny Hanitijo Soemitro. (1982). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2. 
60 Soedjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: 

Rajawali Press, hlm. 23 
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perrmasalahan pernerlitian. Mernurrurt ther Liang Gier, pernderkatan adalah kerserlurrurhan 

urnsurr yang dipahami urnturk mernderkati suratur bidang ilmur dan mermahami 

perngertahuran yang terraturr, burlat, merncari, sasaran, yang diterlaah olerh ilmur 

terrserburt.61 

Dalam pernerlitian ini mernggurnakan pernderkatan hurkurm yurridis normatif yaitur 

pernderkatan perrurndang-urndangan (staturter approach). Pernerlitian ini akan dilakurkan 

derngan cara mernerliti dan mernerlaah perrurndang-urndangan yang mermbahas 

merngernai pernyandang disabilitas. Pernderkatan ini dilakurkan urnturk merninjaur 

berrbagai norma hurkurm yang berrhurburngan antara satur sama lain derngan sercara 

sistermatis. 

3.3. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Surmberr Data 

Surmberr data dapat diartikan serbagai su ratur termpat urnturk merndapatkan informasi. 

Surmberr data dalam pernerlitian ini akan difokurskan kerpada bahan-bahan 

kerpurstakaan dan literraturr ataur biasa diserburt serbagai data serkurnderr. Bahan 

diperrolerh dari surmberr kerpurstakaan, yakni data yang didapatkan merlaluri kergiatan 

sturdi dokurmern berrurpa burkur-burkur, makalah, perraturran interrnasional dan perraturran 

perrurndang-urndangan yang berrhurburngan derngan Perrlindurngan Hurkurm bagi 

Pernyandang Disabilitas serbagai perkerrja mernurrurt Converntion on ther Rights of 

Perrson with Disabilitiers. Adapurn data serkurnderr yang akan digurnakan dalam 

pernerlitian ini adalah: 

• Derklarasi Urniverrsal Hak Asasi Manursia 1948 

 
61 Liang Gie. (1982). Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup, Metodologi. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 47 
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• Kovernan Interrnasional terntang Hak Sipil dan Politik 1966 

• Kovernan Interrnasional terntang Hak Erkonomi, Sosial, dan Bu rdaya 1966 

• Konvernsi merngernai Hak-Hak Pernyandang Disabilitas 

• Urndang-Urndang No. 4 Tahurn 1997 terntang Pernyandang Cacat 

• Urndang-Urndang No. 39 Tahurn 1999 terntang Hak Asasi Manursia 

• Urndang-Urndang No. 13 Tahurn 2003 terntang Kerternagakerrjaan 

• Urndang-Urndang No. 19 Tahurn 2011 terntang Perngersahan Converntion on 

Ther Rights of Perrson with Disabilitiers (Konvernsi Merngernai Hak-Hak 

Pernyandang Disabilitas) 

• Urndang-Urndang No. 8 Tahurn 2016 terntang Pernyandang Disabilitas 

• Urndang-Urndang No. 6  Tahu rn 2023 terntang Pernertapan Perraturran 

Permerrintah Perngganti Urndang-Urndang Nomor 2 Tahurn 2022 terntang Cipta 

Kerrja mernjadi Urndang-Urndang 

• Perraturran Permerrintah No. 52 Tahurn 2019 terntang Pernyerlernggaraan 

Kerserjahterraan Sosial bagi Pernyandang Disabilitas 

• Perraturran Permerrintah No. 60 Tahurn 2020 terntang Urnit Layanan Disabilitas 

Bidang Kerternagakerrjaan 

2. Perngurmpu rlan Data 

Terknik perngurmpurlan data yang akan diolah dalam pernerlitian ini adalah derngan 

mernggurnakan Terknik sturdi kerpurstakaan yaitur derngan merngurmpurlkan berrbagai 

kerternturan perru rndang-urndangan, merngurmpurlkan literraturr, serrta merngaksers interrnert 

berrkaitan derngan perrmasalahan dalam lingkurp hurkurm interrnasional. Adapurn 
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langkah yang digurnakan merncakurp iderntifikasi, inverntarisasi, perncatatan dan 

perngurtipan, serrta analisis.62 

3. Perngolahan Data 

Serterlah data yang diperrolerh terrkurmpu rl, maka berrikurtnya hal yang dilakurkan 

adalah merngolah data terrserburt agar dapat mermberrikan gambaran merngernai 

masalah yang diajurkan. Urnturk merndapatkan suratur gambaran dari data yang 

diolah, perrlur adanya analisis serbagai akhir dari pernyerlidikan.63 Perngolahan data 

dalam pernerlitian normatif akan dilaku rkan merlaluri tiga langkah, yaitur mernurlis 

kermbali bahan hurkurm yang terlah diperrolerh, mernyerlerksi bahan hurkurm dan 

merngklasifikasikannya, serrta merlakurkan derskripsi terrhadap hasil pernerlitiannya.64 

3.4 Analisis Data 

Pernurlisan pernerlitian ini mernggurnakan bahan-bahan yang diperrolerh dari tinjauran 

kerpurstakaan yang berrsurmberr dari bu rkur-burkur dan literraturr lain. Data yang 

diperrolerh pernu rlis akan dianalisa sercara normatif, yaitur mermbandingkan data yang 

diperrolerh derngan aturran hurkurm. Serterlah kerserlurrurhan data yang diperrolerh sersurai 

derngan bahasannya masing-masing. Serlanjurtnya, tindakan yang dilakurkan adalah 

mernganalisis data. Mertoder yang digurnakan dalam analisis data adalah analysis 

kuralitatif, yaitur merngurraikan data sercara berrmurtur dalam berntu rk kalimat yang 

terraturr, rurnturn logis, tidak turmpang tindih, erferktif, serhingga mermurdahkan 

interrprertasi data dan analisis.65 

 
62 Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Unpam Press, hlm. 139-140 
63 Umu Hilmy. (2000). Metodologi Penelitian dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun 

Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 
64 Bachtira, Oc. Cit, hlm. 158 
65 Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 127 
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BAB IV 

 PEMBAHASAN 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berrdasarkan urraian permbahasan yang terlah dikermurkakan pada bab-bab 

serberlurmnya, maka dapat disimpurlkan bahwa Perrlindurngan Hurkurm bagi 

Pernyandang Disabilitas serbagai Perkerrja mernurrurt Urniterd Nations Converntion on 

ther Rights of Perrsons with Disabilitiers dan Implermerntasinya di Indonersia yaitur: 

1. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di lingkup internasional 

terdapat pada United Nations Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities, dengan adanya konvensi ini penyandang disabilitas memiliki 

jaminan atas penghormantan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi 

manusia yang dimilikinya. Salah satunya adalah hak bekerja yang terdapat 

pada Pasal 27 yang memberikan perlindungan hak-hak dalam 

mendapatkan pekerjaan, perlindungan hak-hak dalam masa kerja, dan juga 

hak penyandang disabilitas untuk mempunyai pekerjaan sendiri.  

2. Implementasi dari UNCRPD melalui peraturan perundang-undangan dapat 

dilihat dari waktu sebelum dan sesudah diratifikasinya konvensi tersebut. 

Indonesia mengesahkan UNCRPD menjadi undang-undang nasional pada 

tahun 2011, sebelum disahkannya UNCRPD di Indonesia, Indonesia 
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memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur penyandang 

disabilitas di bidang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 

1997 tentang Penyandang Cacat, terkait ketenagakerjaan terdapat pada 

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengesahan 

UNCRPD di Indonesia menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2011 

tentang Pengesahan United Nations Convention on the Rights of Person 

with Disabilities, dengan disahkannya konvensi tersebut peraturan 

perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas diharmonisasikan. 

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang No. 8 

tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 6 tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan peraturan-peraturan pelaksana 

yaitu Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, dan Peraturan 

Pemerintah No. 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas. 

Implementasi dalam bentuk program yang dilakukan pemerintah antara 

lain program unit layanan disabilitas di tingkat daerah, dan adanya kartu 

prakerja untuk penyandang disabilitas. Akan tertapi, implermerntasi pada 

kerbijakan dan program yang terlah ada nyatanya berlurm dapat mermernurhi 

kerbijakan merngernai kurota perkerrja pernyandang disabilitas pada Perrursahaan 

swasta dan Perrursahaan milik nergara yang wajib mermperkerrjakan 

pernyandang disabilitas serbanyak 1% pada Perrursahaan swasta dan 2% pada 

Perrursahaan milik nergara. Perru rsahaan dapat mermberrikan kersermpatan 
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berkerrja kerpada para pernyandang disabilitas sersurai derngan derrajat 

kercacatan yang terlah diaturr, adapurn mernurrurt pernu rlis pernyandang 

disabilitas yang dapat berkerrja di serktor formal ataurpurn informal yaitur 

pernyandang disabilitas derngan derrajat cacat 1 sampai derrajat cacat 3 yaitur, 

pernyandang disabilitas yang dalam merlaksanakan aktivitas, serbagian 

mermerrlurkan banturan orang lain derngan ataur tanpa alat bantur.  

5.2 Saran  

Saran yang penulis berikan agar penyandang disabilitas dapat memenuhi haknya 

untuk bekerja antara lain: 

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah dan Perusahaan swasta memenuhi kuota pegawai 

penyandang disabilitas sesuai dengan kuota yang telah diatur melalui 

peraturan perundang-undangan.  

2. Adanya pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan negara 

ataupun perusahaan swasta untuk mengetahui jumlah penyandang 

disabilitas yang bekerja dan tidak bekerja dengan sektor pekerjaannya.  

3. Dukungan dari pihak manapun untuk memberikan fasilitas bagi 

penyandang disabilitas terutama di tempat kerja. 

4. Adanya pihak yang memberikan pelatihan hard skills dan soft skills 

kepada penyandang disabilitas. 
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